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Abstract: The purpose of this study was to identify the macroeconomic  
variables as an indicator of the progress of regional development in 
Indonesia. Using the data of province in Indonesia covering: (i) Gross 
Regional Domestic Product (total and without oil and gas), (ii) Human 
Development Index, and (iii) Regional Development Index; there were 
many interesting implications to construct the regional development 
policy. From this study, the local leaders can improve the performance 
of the regional development by developing the indicators for measuring 
the progress of regional development in their regions. 
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PENDAHULUAN  

   Pembangunan merupakan proses perubahan sosial menuju kepada 

kehidupan masyarakat yang lebih baik (Moeljarto, 1995: xi). Lebih jauh 

dikatakan bahwa peradaban manusia tidak akan mencapai wujudnya yang 

sekarang, apabila tidak terjadi proses perubahan sosial yang terus-menerus 

meskipun dengan intensitas yang bervariasi, pada masa lalu dan dari waktu ke 

waktu. Pengertian lain menyatakan bahwa pembangunan merupakan upaya 

untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individu maupun 

kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap 

kehidupan sosial maupun lingkungan alam (Johan Galtung (1980) dalam 

Lambang Trijono, 2007: 3). Pembangunan dengan makna yang sangat luas 

seperti di atas, diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama terjadinya 

proses modernisasi dan perubahan budaya masyarakat ke arah yang lebih baik.  

   Dalam perkembangannya, muncul variasi mengenai makna dan konsep-

konsep pembangunan yang disertai dengan berbagai macam indikator untuk 

mengukur tingkat keberhasilan/kemajuannya. Pengertian pembangunan dapat 

berbeda dari kultur atau negara yang satu dengan kultur atau negara yang lain 

(culture specific), dari situasi yang satu ke situasi yang lain (situation specific), 



dan dari periode yang satu ke periode yang lain (time specific). Oleh karenanya 

sangat penting untuk mengetahui dan mengamati dinamika pergeseran konsep-

konsep pembangunan dari waktu ke waktu.  

 Di lain pihak pemahaman mengenai indikator keberhasilan pemba-

ngunan juga menjadi semakin menarik, dengan melihat adanya indikator-

indikator pembangunan yang sudah mulai bergeser dari sekedar pendekatan 

ekonomi ke pendekatan non-ekonomi serta ke pendekatan gabungan. 

Pembangunan juga bukan hanya terkait dengan masalah nilai yang sering kali 

terkait dengan prinsip pandangan hidup di suatu masyarakat atau negara, akan 

tetapi juga menyangkut masalah pilihan politik yang akan dianut. Pilihan-

pilihan politik ini selanjutnya akan mempengaruhi strategi dan perumusan 

kebijakan yang akan diambil oleh para penentu kebijakan, sehingga wacana ke 

arah penerapan ekonomi kelembagaan menjadi bagian yang idealnya tidak 

terpisah dalam merumuskan makna, konsep dan indikator kemajuan 

pembangunan. 

Tajuan dari studi ini adalah untuk mengetahui status perkembangan   

indikator kemajuan pembangunan daerah tingkat provinsi di  Indonesia dengan 

menggunkan pendekatan Matrik Status Perekonomain. Cakupan indikator 

kemajuan pembangunan daerah tingkat provinsi yang dimaksud mencakup: (i) 

Data Perkembangan PDRB [Non Migas dan Migas] Harga Konstan 2000 pada 

Tahun 2004; (ii) Data Perkembangan PDRB [Tanpa Migas] Harga Konstan 

2000 Tahun 2004; (iii) Data Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2005, dan (iv) Data 

Perkembangan Indeks Pembangunan Daerah (IPD) di Indonesia Tahun 1998.  

 

TINJUAN PUSTAKA   

Pergeseran Makna dan Konsep Pembangunan, Strategi Pembangunaan 
dan Indikator Kemajuan Pembangunan Daerah 

Makna dan Konsep Pembangunan: Masalah Perbedaan Persepsi 
dari Waktu ke Waktu 

   Pembangunan sering dirumuskan sebagai proses perubahan yang    

terencana dari satu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang 

lain yang dinilai lebih tinggi [Saul M. Katz (1971)] dan menyangkut 

proses perbaikan [Dudley Seers (1970)] (Moeljarto, 1995: 3). Batasan 

pembangunan yang nampaknya bebas dari kaitan tata nilai tersebut, di 

dalam realitasnya menimbulkan interpretasi yang sering bertentangan 

satu dengan yang lainnya, sehingga mudah menimbulkan salah persepsi 



dan multi tafsir. Dengan kata lain, berdasar latar keahlian yang berbeda 

banyak ahli yang mengartikan pembangunan menurut versinya masing-

masing. Meier dan Baldwin dalam (Irawan Kadiman, 2001: 3) 

misalnya, mengartikan pembangunan sebagai suatu proses multidimen-

sional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur 

sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga 

nasional, termasuk pula percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi, 

pengurangan dan pemberantasan kemiskinan absolut. Sementara menurut 

Todaro (2000: 20), pembangunan harus mencerminkan perubahan total 

suatu masyarakat atau penyesuaian sistem nasional secara keseluruhan, 

tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual 

maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk 

bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, 

secara material maupun spiritual.  

  Konsep Todaro di atas dikembangkan dari konsep sebelumnya (-

tahun 1981-), yang memberi makna pembangunan sebagai suatu proses 

perbaikan kualitas semua segi kehidupan manusia yang mencakup 3 

(tiga) aspek penting. Pertama, aspek peningkatan taraf hidup masya-

rakat, melalui proses pertumbuhan ekonomi. Kedua, aspek penciptaan 

kondisi yang mendukung perkembangan harga diri melalui sistem 

ekonomi, politik dan sosial yang mampu mengangkat harkat dan 

martabat manusia. Ketiga, aspek perluasan kebebasan rakyat dalam 

memilih melalui daerah pilihan yang diperlebar, dengan memperbanyak 

varitas barang konsumsi dan jasa yang tersedia (Todaro (1981) dalam 

Suyudi Mangunwihardjo, 2008: 1).    

   Terlepas dari berbagai permasalahan kurun waktu, baik sebelum 

maupun selama dan sesudah abad ke-21, pembangunan secara umum 

diartikan sebagai suatu proses jangka panjang dalam upaya untuk terus 

meningkatkan pendapatan nasional per kapita penduduk dan masyarakat 

menuju ke tingkat kesejahteraan yang lebih baik (Irawan Kadiman, 

2001: 3-5).  

   Pada awalnya, tujuan utama yang ingin dicapai oleh Negara 

Miskin/Berkembang adalah Pembangunan Ekonomi atau Pertumbuhan 

Ekonomi, yang merupakan 2 (dua) istilah yang tidak sama. Pertumbuhan 

adalah perlu namun belum cukup untuk pembangunan. Pertumbuhan 

Ekonomi mengacu pada konsep peningkatan produksi suatu negara atau 

Pendapatan Perkapita. Produksi biasanya diukur dengan GNP (Gross 

National Product) atau GNI (Gross National Income), yang digunakan 



secara bergantian, yang menunjukkan output total dari barang-barang 

dan jasa-jasa dalam suatu perekonomian. Sementara Pembangunan 

Ekonomi mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan 

perubahan dalam distribusi output dan perubahan struktur perekono-

mian. Perubahan-perubahan ini mungkin mencakup: (i) Perbaikan secara 

materi penduduk miskin yang mencakup setengah dari jumlah penduduk; 

(ii) Penurunan sumbangan sektor pertanian terhadap GNP, yang 

dikaitkan dengan peningkatan dalam sumbangan sektor industri dan jasa 

dalam GNP; (ii) Peningkatan tingkat pendidikan dan ketrampilan tenaga 

kerja, dan (iv) Peningkatan teknologi secara substansi yang dikaitkan 

dengan kondisi khusus suatu negara (spesialisasi). Seperti halnya dengan 

perkembangan seorang anak, pertumbuhan membutuhkan suatu pene-

kanan atas besaran/ukuran kuantitatif (tinggi atau GNP), dimana 

pembangunan menggambarkan adanya perhatian terhadap perubahan 

dalam tingkat kemampuan, seperti kemampuan mengadakan koordinasi 

secara fisik dan juga kemampuan untuk terus belajar, atau kemampuan 

ekonomi untuk beradaptasi terhadap pergeseran dalam citarasa/selera 

dan teknologi. Pembangunan Ekonomi tidak hanya mengacu pada 

tingkat perubahan dalam kesejehteraan ekonomi tetapi juga menyangkut 

kualitas tingkat perubahannya. Antara tahun 1870 dan 1998, Jepang 

mempunyai tingkat kecepatan pembangunan ekonomi yang baik. Tingkat 

pertumbuhan GNP riil sekitar 2,6% per tahun, dan juga ada inovasi 

teknologi secara substansial, peningkatan dalam distribusi pendapatan 

nasional, dan juga penurunan di dalam sumbangan angkatan kerja pada 

sektor pertanian. Jepang juga mempunyai tingkat pembangunan ekonomi 

yang tinggi yang ditunjukkan leh besarnya nilai GNI / Kapita atas dasar 

harga berlaku pada 2003 sebesar $ 34.510, menempati urutan 4 (empat) 

besar negara-negara terkaya di Dunia. Indikasi ukuran lainnya yaitu 

banyak penduduk Jepang yang makmur dan mempunyai tempat tinggal, 

berada dalam tingkat kesehatan yang baik, dan dengan tingkat 

pendidikan yang tinggi, serta hanya sedikit penduduk Jepang yang 

masuk dalam kategori miskin (Nafziger, 2006: 15-20).    

    Dari berbagai uraian di atas, secara umum rentangan perbedaan 

mengenai konsep dan makna pembangunan antara lain menyangkut 

pokok permasalahan-permasalahan sebagai berikut (Moeljarto, 1995: 3-

4 dan Arief Budiman, 2000: 1-2):  

a. Hakekat nilai pembangunan yang harus dicapai (indikator ekonomi 

klasik versus indikator non-ekonomi),  



b. Perbedaan persepsi tentang hakekat proses pembangunan itu sendiri  

(teori konflik versus teori keseimbangan/ekulibrium),  

c. Perbedaan pendapat mengenai penahapan dan jalur pembangunan 

(unlinear versus linear dan necessity model versus possibility 

model),  

d. Perbedaan persepsi tentang hubungan antar bangsa di dalam proses 

pembangunan (dependency model versus difusionism),  

e. Perbedaan pandangan tentang keseimbangan antara manusia dengan 

lingkungan hidupnya (limit to growth versus models of doom),  

f. Perbedaan pandangan tentang pemilikan faktor produksi (capitalist 

mode of production versus socialist mode of production), dan 

g. Perbedaan dalam strategi pembangunan (pertanian versus industri,   

big push strategy versus unbalanced growth strategy),  

Strategi Pembangunan  

   Setelah Perang Dunia II, banyak Negara Sedang Berkembang 

(NSB) melakukan pembangunan di negaranya. Tujuannya jelas yaitu 

untuk mengejar ketertinggalannya dengan negara yang lain. Strategi 

yang ditempuh juga bermacam-macam, yang secara umum dapat 

dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu (Moeljarto, 1995: 32-6  

dan juga dalam Gunawan Sumodiningrat, 2007: 19-30): (i) Model 

Pembangunan Berorientasi pada Pertumbuhan; (ii) Model Pembangunan 

Berorientasi pada Kebutuhan Dasar atau Kesejahteraan; dan (iii) Model 

Pembanguan Berorientasi pada Manusia. Gambaran perbedaan dalam 

ketiga pendekatan ini, secara umum dapat dilihat pada Tabel 1. 

a. Model Pembangunan Berorientasi pada Pertumbuhan 

   Dalam model ini, tujuan pembangunan dipandang sebagai 

pertumbuhan ekonomi dalam arti sempit, yaitu menyangkut 

penggunaan atau kapasitas ekonomi dalam menghasilkan pening-

katan GNP (Gross National Product) per tahun dalam kisaran 

angka 5% sampai 7%  atau lebih. Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) dalam Dekade Pembangunan Pertama (1960-1970) meman-

dang ’pembangunan’ dalam arti mencapai angka pertumbuhan 

GNP per tahun sebesar 6%. Guna mencapai angka pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi, maka pemilihan struktur produksi dan 

kesempatan kerja yang terencana guna meningkatkan proporsi 

industri jasa dan manufaktur, serta mengurangi porsi sektor 

pertanian secara seimbang, tidak dapat dihindari. Karena proses 



pembangunan terpusat pada produksi, sedang penghapusan 

kemiskinan, penganggguran dan ketimpangan menduduki urutan 

kedua, terutama melalui konsep ’trikle-down effect’1) (Moeljarto, 

1995: 32).     

  Dua teori besar yang mewarnai strategi pembangunan yang 

berorientasi pada pertumbuhan, khususnya pada masa setelah 

Perang Dunia II (sebagaimana yang banyak diterapkan di berbagai 

negara) adalah Teori Rostow mengenai Tahap-Tahap Pertum-

buhan dalam Pembangunan Ekonomi2) dan Teori Harrod-Domar 

mengenai Pertumbuhan Ekonomi. Dalam konsep Rostow, tahap 

kritis bagi Negara Sedang Berkembang (NSB) adalah ’tahap 

tinggal landas’ dimana masyarakat yang sedang berkembang akan 

bertransformasi menuju masyarakat maju. Selanjutnya Rostow 

berpendapat bahwa salah satu prinsip yang perlu dijalankan dalam 

tahapan ini adalah mobilisasi tabungan domestik dan tabungan 

luar negeri, guna menghasilkan investasi yang cukup untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Todaro (1994) dalam 

Gunawan Sumodiningrat, 2007: 19-20). 

  Uraian Rostow mengenai investasi diperdalam dalam Teori 

Harrod-Domar mengenai pertumbuhan ekonomi. Saran dari 

Harrod-Domar yaitu agar perekonomian dapat tumbuh, suatu 

perekonomian harus memiliki tabungan dan investasi dalam 

proporsi tertentu terhadap GNP. Makin besar tabungan dan 

investasi, makin cepat perekonomian tumbuh (Todaro (1994) 

dalam Gunawan Sumodiningrat, 2007: 20). 

 

b. Model Pembangunan Berorientasi pada Kebutuhan Dasar 

atau Kesejahteraan 

 

  1)Trikle-Down Effect yang awalnya diyakini terjadi seiring dengan terbentuknya 
akumulasi kapital nasional ternyata tidak berjalan. Dengan kata lain, di satu sisi pendekatan 
ini meningkatkan konsentrasi kapital, di sisi lain menciptakan marginalisasi, baik 
marginalisasi Desa oleh Kota maupun marginalisasi Penduduk Miskin oleh Penduduk Kaya. 
Kondisi inilah yang kemudian menciptakan konsep ketimpangan atau kesenjangan, dimana  
kesenjangan akan terjadi jika 20% penduduk yang tergolong kaya menerima 50% atau lebih 
dari GNP (Sri-Edi Swasono, 2008a: 21).    
  2)Tahap-tahap pembangunan yang diperkenalkan oleh Rostow, antara lain mencakup 5 
(lima) tahap, yaitu:  (i) Tahap Masyarakat Tradisional, (ii) Tahap Prakondisi untuk Tinggal 
Landas Menuju Pertumbuhan yang Berkesinambungan; (iii) Tahap Tinggal Landas; (iv) 
Tahap Menuju Masyarakat Dewasa; serta (v) Tahap Masa Konsumsi Tinggi. Buku-buku teks 
ekonomi pembangunan sering mengungkapkan penjelasan dari kelima tahap ini, yang antara 
lain dapat ditemukan di Lincolin Arsyad (1999), Mudrajad Kuncoro (1997), Nafziger, E. 
Wayne (2006), Sadono Sukirno (2006) dan sebagianya. 



  Model ini muncul untuk mengoreksi beberapa kekurangan 

dari model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. 

Fokus atau sasaran dari model pembangunan ini adalah bagian 

penduduk miskin di Negara Sedang Berkembang (NSB), dan 

menandaskan bahwa masalah kemiskinan di NSB pada dasarnya 

bukanlah merupakan kemubaziran ekonomi perse, akan tetapi 

pada hakekatnya merupakan pengalaman kerja keras dan tidak 

produktif selama berjam-jam dalam rangka membiayai kehidupan 

subsistensi dan marginal dari penduduk miskin. Jadi problem 

utamanya adalah mengupayakan peningkatan kualitas / mutu kerja 

mereka lebih dari pada kuantitas / jumlah jam kerjanya. Di 

samping itu, program kesejahteraan atau bantuan bagi orang yang 

sangat miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mencakup 

tidak hanya kesempatan dalam memperoleh penghasilan, tetapi 

juga ekses dari pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, 

air bersih, transportasi umum dan sebagainya. Dengan demikian, 

model ini mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara 

langsung, dan tidak semata-mata hanya melalui mekanisme 

’trikle-down effect’ (Moeljarto, 1995: 33). 

    Argumentasi model kebutuhan dasar atau kesejahteraan, 

sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Paul Streeten (1979) dan 

juga S.J. Burki dan Mahbub Ul Haq (1981) adalah sebagai berikut 

(Moeljarto, 1995: 33-4): 

1) Banyak kaum miskin yang tidak memiliki aset produktif selain 

kekuatan fisik mereka, keinginan kerja mereka dan inteligensi 

dasar mereka. Pemeliharaan aset tersebut tergantung pada 

peningkatan akses kepada pelayanan publik seperti 

pendidikan, pemeliharaan kesehatan, dan penyediaan air pada 

umumnya. 

2) Peningkatan pendapatan kaum miskin boleh jadi tidak mening-

katkan standar hidup mereka kalau barang-barang dan jasa 

yang cocok dengan kebutuhan dan tigkat pendapatan mereka 

tidak tersedia.   

3) Peningkatan standar hidup golongan termiskin dari yang 

miskin melalui peningkatan produktivitas mereka memerlukan 

waktu yang sangat lama, dan dalam porsi tertentu karena satu 

dan lain hal, mereka tetap tidak dapat bekerja. Paling tidak 

adanya program subsidi jangka pendek, dan barang kali 



program subsidi permanen, diperlukan agar rakyat mendapat 

bagian dari hasil-hasil pembangunan.  

     Dengan dirumuskannya model pembangunan pada periode 

1970-an yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan, ketidak-

merataan, dan pengangguran; mengilhami Todaro untuk meru-

muskan kembali makna/arti pembangunan. Dalam kaitan ini, 

Todaro mengartikan pembangunan ekonomi sebagai proses multi-

dimensional yang melibatkan perubahan struktur sosial, perilaku 

sosial, dan institusi nasional, selain juga akselerasi pertumbuhan 

ekonomi, pengangguran dan pemberantasan kemiskinan (Guna-

wan Sumodiningrat, 2007: 21-2).      

 

c. Model Pembangunan Berorientasi pada Manusia 

  Model pembangunan ini berpusat pada insan / manusia, 

berwawasan lebih jauh dari sekedar angka pertumbuhan GNP atau 

pengadaan pelayanan sosial. Peningkatan perkembangan manusia 

dan kesejahteraan manusia, persamaan dan sustainability manusia 

menjadi fokus sentral proses pembangunan, pelaksana pemba-

ngunan yang menentukan tujuan, sumber-sumber pengawasan dan 

untuk mengarahkan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan 

mereka (Gran (1983) dalam Moeljarto, 1995: 35). 

  Perspektif baru pembangunan tersebut memberikan 

peranan khusus kepada Pemerintah, yang jelas berbeda dengan 

peranan pemerintah pada 2 (dua) model yang terdahulu. Peranan 

peme-rintah dalam model ini adalah menciptakan lingkungan 

sosial yang memungkinkan untuk berkembang, yang sekaligus 

dapat mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi manusia 

secara lebih besar. Pembentukan jaringan organisasi informal dan 

arus komunikasi pada kebutuhan dan variasi lokal (daerah) 

merupakan pelengkap dari sistem komando yang lebih formal. 

Dan hal ini sangat tergantung pada inisiatif rakyat untuk berkreasi 

pada sumber-sumber informasi yang ada. 

  Model pembangunan yang berorientasi pada manusia 

sering diistilahkan dengan model pemberdayaan (empowerment). 

Model ini muncul dengan 2 (dua) premis mayor, yaitu kegagalan 

dan harapan. Premis mayor kegagalan, mengandung maksud 

mengenai gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam 



menang-gulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang 

berkelanjutan. Sedang Premis mayor harapan, mengandung 

maksud adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-

nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi, dan 

pertumbuhan ekonomi secara memadai. Kegagalan dan harapan 

ini bukan merupakan alat ukur ilmu-ilmu sosial, melainkan 

cerminan nilai-nilai normatif dan moral yang terasa sangat nyata 

di tingkat individu dan masyarakat. Dengan demikian, pember-

dayaan masyarakat pada hakekatnya adalah nilai kolektif 

pemberdayaan individual (Gunawan Sumodiningrat, 2007: 27-

8). 
 

Indikator Kemajuan Pembangunan Daerah 

    Untuk menghasilkan suatu perencanaan yang lebih baik diper-

lukan dukungan sistem informasi yang relevan, serta dibutuhkan 

pengetahuan tentang indikator-indikator pembangunan dari hasil 

pembangunan itu sendiri. Penyusunan indikator-indikator pembangunan 

dapat dilakukan dari berbagai pendekatan dan kepentingan, yang antara 

lain berupa pendekatan menurut bidang pembangunan, menurut sektor-

sektor pembangunan dan juga menurut kepentingan yang lain. Badan 

Perencanaan Daerah pada beberapa waktu yang lalu menggunakan 

indikator pembangunan yang dikategorikan ke dalam indikator bidang 

ekonomi, indikator sosial, dan indikator fisik prasarana (BAPEDA 

Kabupaten Klaten, 2004).        

     Saat ini dikembangkan indikator-indikator lain yang cukup luas, 

yang tidak sekedar indikator PDB/PDRB, namun sudah mencakup 

dimensi dan aspek lain selain faktor ekonomi. Indikator-indikator 

tersebut secara umum terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: (i) 

Indikator yang mencakup hasil interaksi dari berbagai faktor ekonomi, 

sosial, dan politik dalam suatu pola normal atau pola optimal; dan (ii) 

Indikator yang menangkap kualitas hidup. Pada bagian berikut akan 

dijabarkan secara rinci mengenai indikator-indikator pembangunan yang 

disarikan dari Todaro (2000) dan Kahlil Rowter (1996).   
 

 

 

 

 



METODE PENELITIAN    

Beberapa tahap yang dilaksanakan terkait dengan kegiatan pengkajian 

Indikator Kemajuan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi di  Indonesia yang 

merupakan usaha untuk menerapkan Paradigma Pembangunan atas data Makro 

Ekonomi, antara lain meliputi: 

 

1. Pengumpulan Data 

Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data sekunder dari berbagai 

dokumen yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan sumber-sumber lain 

yang terkait dan relevan. 
 

2. Cakupan Studi  

   Cakupan dalam pengkajian Indikator Kemajuan Pembangunan Daerah 

Tingkat Provinsi di Indonesia mencakup:  

a. Data Perkembangan PDRB [Non Migas dan Migas] Harga Konstan 2000 

padaTahun 2004, 

b. Data Perkembangan PDRB [Tanpa Migas] Harga Konstan 2000 Tahun 2004, 

c. Data Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan Provinsi 

di Indonesia Tahun 2005, dan 

d. Data Perkembangan Indeks Pembangunan Daerah (IPD) di Indonesia Tahun 

1998  
2.  

3. Model Studi/Pengkajian   

   Model studi yang digunakan kegiatan pengkajian Indikator Kemajuan 

Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi di Indonesia menggunakan 

pendekatan Matrik Status Perekonomian, di mana secara umum, status 

perekonomian dibendakan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu:  

a. Kuadran 1: Nilai terhadap rerata Nasional dan daya tumbuh terhadap 

Nasional rendah; 

b. Kuadran 2: Nilai terhadap rerata Nasional tinggi, tetapi daya tumbuh 

terhadap Nasional rendah; 

c. Kuandran 3: Nilai terhadap rerata Nasional rendah, tetapi daya tumbuh 

terhadap Nasional Tinggi; dan  

d. Kuadran 4: Nilai terhadap rerata Nasional dan daya tumbuh terhadap 

Nasional tinggi.  

 



Tabel  3.1.  Perkembangan Indikator Kemajuan Pembangunan Daerah 
Tingkat Provinsi di Indonesia dengan Menggunakan 
Pendekatan Matrik Status Perekonomian   

Daya Tumbuh 

  Nilai thd Rerata Nasional Rendah, 
Daya Tumbuh Tinggi 

  Nilai thd Rerata Nasional dan Daya 
Tumbuh Tinggi 

  KUADRAN 3   KUADRAN 4 

  _  
  R  

     
     

  Nilai thd Rerata Nasional dan Daya 
Tumbuh Rendah 

  Nilai thd Rerata Nasional Tinggi, 
Daya Tumbuh Rendah 

  KUADRAN 1   KUADRAN 2 
      

  _    
X Nilai  thd Rerata  Nas.  

 

Sumber: Diolah dari BPS. (berapa terbitan).  Pendapatan Nasional 
Indonesia Tahun 2000-2003 dan Tahun 2001-2004  (Tabel  93,  
Tabel  95 dan Tabel 97).   

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN: Indikator Kemajuan Pembangunan Provinsi   

   Indikator Ekonomi 

    Hasil pembangunan daerah biasanya diukur dengan nilai 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam konteks provinsi, 

biasanya dipublikasikan 2 (dua) besaran PDRB, yaitu: (i) PDRB 

Total (Migas dan Non-Migas); dan (ii) PDRB Tanpa Migas.  

 a. Total PDRB [Migas dan Non-Migas]   

   Total PDRB [Migas dan Non-Migas] sebagai salah satu 

indikator ekonomi untuk data provinsi di Indonesia selama tahun 

2000, 2002 dan 2004 menunjukkan perkembangan yang cukup 

tinggi. Total PDRB seluruh provinsi di Indonesia yang pada 

tahun 2000 hanya sebesar Rp 1.389,77 triliun, pada tahun 2002 

menjadi Rp 1.506,12 triliun; serta pada tahun 2004 telah 

meningkat menjadi Rp 1.660,58 triliun. Bila dilihat dari besaran 

Standar Deviasi (SD) dari kurun waktu 2000 ke 2004 relatif 

mengalami peningkatan, yaitu dari sekitar Rp 62,42 triliun 

menjadi Rp 74,75 triliun. Hal ini menandakan bahwa tingkat 

penyimpangan terhadap reratanya semakin meningkat. Secara 

umum rerata PDRB provinsi di Indonesia juga mengalami 

peningkatan dari Rp 45,29 triliun (2000) menjadi Rp 48,99 



triliun (2002), serta menjadi Rp 53,58 triliun (2004). Gambaran 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3.1.a. 

1) Peringkat Terbesar dan Terkecil 

    Jika dilihat dari peringkat 5 (lima) terbesar Total 

PDRB pada tahun 2004, dapat dilihat bahwa 4 (empat) 

provinsi di antaranya berada di Pulau Jawa, yaitu: (i) DKI 

Jakarta, sebesar Rp 279,15 triliun; (ii) Jawa Timur, sebesar 

Rp 242,17 triliun; (iii) Jawa Barat, sebesar Rp 232,18 

triliun; dan (iv) Jawa Tengah, sebesar Rp 135,79 triliun. 

Sedang untuk peringkat kelima berada di luar Pulau Jawa, 

yaitu: Provinsi Riau, sebesar Rp 104,66 trilun. Untuk 

peringkat 5 (lima) terkecil adalah: (i) Bangka Belitung, 

sebesar Rp 7,01 triliun; (ii) Bengkulu, sebesar Rp 5,89 

triliun; (iii) Maluku, sebesar Rp 3,10 triliun; (iv) Maluku 

Utara, sebesar Rp 2,13 triliun; dan (v) Gorontalo, sebesar Rp 

1,89 triliun. 

2) Status Perkembangan PDRB Total  

    Status perkembangan PDRB Total pada tahun 2004 

yang dibagi ke dalam 4 (empat) kuadran, yaitu: (i) Kuadran 

1: Nilai thd Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Rendah; (ii) 

Kuadran 2: Nilai thd Rerata Nasional Tinggi, Daya Tumbuh 

Rendah; (iii) Kuandran 3: Nilai thd Rerata Nasional Rendah, 

Daya Tumbuh Tinggi; dan (iv) Kuadran 4: Nilai thd Rerata 

Nasional dan Daya Tumbuh Tinggi; dapat dilihat bahwa 

Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan 

Banten termasuk dalam satu kelompok di Kuadran 4. Sedang 

Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Bangka 

Belitung, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kaliman-

tan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, 

Maluku Utara, dan Papua; masuk dalam satu kelompok di 

Kuadran 1. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 

2. 

 

b)  PDRB Tanpa Migas    

     PDRB Tanpa Migas sebagai salah satu indikator eko-

nomi untuk data provinsi di Indonesia selama tahun 2000, 

2002 dan 2004 atas dasar harga konstan 2000, menunjukkan 



perkembangan yang cukup tinggi. Total PDRB Tanpa Migas 

seluruh provinsi di Indonesia yang pada tahun 2000 hanya 

sebesar Rp 1.218,33 triliun, pada tahun 2002 menjadi Rp 

1.345,81 triliun; serta pada tahun 2004 telah meningkat men-

jadi Rp 1.511,76 triliun. Bila dilihat dari besaran Standar 

Deviasi (SD) dari kurun waktu 2000 ke 2004 relatif 

mengalami peningkatan, yaitu dari sekitar Rp 59,40 triliun 

menjadi Rp 72,05 triliun. Hal ini menandakan bahwa tingkat 

penyimpangan terhadap reratanya semakin meningkat. Secara 

umum rerata PDRB Tanpa Migas provinsi di Indonesia juga 

mengalami peningkatan dari Rp 39,72 triliun (2000) menjadi 

Rp 43,35 triliun (2002), serta menjadi Rp 48,09 triliun 

(2004). 

1) Peringkat Terbesar dan Terkecil 

  Jika dilihat dari peringkat 5 (lima) terbesar Total PDRB 

pada tahun 2004, dapat dilihat bahwa 4 (empat) provinsi di 

antaranya berada di Pulau Jawa, yaitu: (i) DKI Jakarta, 

sebesar Rp 278,16 triliun; (ii) Jawa Timur, sebesar Rp 

241,56 triliun; (iii) Jawa Barat, sebesar Rp 213,75 triliun; 

dan (iv) Jawa Tengah, sebesar Rp 127,21 triliun. Sedang 

untuk peringkat kelima berada di luar Pulau Jawa, yaitu: 

Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp 82,68 trilun (untuk 

Total PDRB diduduki oleh Provinsi Riau). Hal ini menjadi 

pertanda bahwa peran sektor Migas di Provinsi Riau sangat 

berpegaruh bagi perekonomian wilayah. Untuk peringkat 5 

(lima) terkecil adalah: (i) Bangka Belitung, sebesar Rp 

7,01 triliun; (ii) Bengkulu, sebesar Rp 5,89 triliun; (iii) 

Maluku, sebesar Rp 3,09 triliun; (iv) Maluku Utara, 

sebesar Rp 2,13 triliun; dan (v) Gorontalo, sebesar Rp 1,89 

triliun. 

2) Status Perkembangan PDRB Tanpa Migas   

   Status perkembangan PDRB Tanpa Migas pada tahun 

2004 yang dibagi ke dalam 4 (empat) kuadran, yaitu: (i) 

Kuadran 1: Nilai thd Rerata Nasional dan Daya Tumbuh 

Rendah; (ii) Kuadran 2: Nilai thd Rerata Nasional Tinggi, 

Daya Tumbuh Rendah; (iii) Kuandran 3: Nilai thd Rerata 

Nasional Rendah, Daya Tumbuh Tinggi; dan (iv) Kuadran 

4: Nilai thd Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Tinggi; 



dapat dilihat bahwa hanya Provinsi Riau saja yang 

termasuk dalam kelompok di Kuadran 4. Sedang Nanggroe 

Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, 

Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, 

Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, 

Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan 

Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, 

Maluku Utara, dan Papua; masuk dalam satu kelompok di 

Kuadran 1. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

 

Indikator Gabungan  

  Implementasi indikator gabungan yang akan dibahas pada 

bagian ini, secara umum akan dibagi dalam 2 bagian, yaitu indikator 

gabungan yang berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan 

indikator gabungan yang berupa Indeks Pembangunan Daerah (IPD).  

 a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  

  IPM sebagai salah satu indikator gabungan untuk data provinsi 

di Indonesia selama tahun 1999, 2002 dan 2005, menunjukkan 

perkembangan yang cukup tinggi. Nilai IPM di Indonesia yang 

pada tahun 1999 sebesar 64,30, pada tahun 2002 menjadi 65,80; 

serta pada tahun 2005 telah meningkat menjadi 68,70. Bila dilihat 

dari besaran Standar Deviasi (SD) dari kurun waktu 1999 ke 2005 

relatif mengalami penurunan, yaitu dari sekitar 3,58 menjadi 3,48. 

Hal ini menandakan bahwa tingkat penyimpangan terhadap 

reratanya semakin menurun. Secara umum rerata IPM di 

Indonesia juga mengalami peningkatan dari 64,40 (1999) menjadi 

66,15 (2002), serta menjadi 68,36 (2005). 

1) Peringkat Terbesar dan Terkecil 

  Jika dilihat dari peringkat 5 (lima) terbesar nilai IPM pada 

tahun 2005, yaitu: (i) DKI Jakarta, sebesar 75.80; (ii) 

Sulawesi Utara, sebesar 73.40; (iii) DI Yogyakarta, sebesar 

72.90; (iv) Riau, sebesar 72.20; dan (v) Kalimantan Timur, 

sebesar 72.20. Untuk peringkat 5 (lima) dengan nilai IPM 

terkecil adalah: (i) Sulawesi Barat, sebesar 64.40; (ii) Irian 

Jaya Barat, sebesar 63.70; (iii) Nusa Tenggara Timur, sebesar 



62.70; (iv) Papua, sebesar 60.90; dan (v) Nusa Tenggara 

Barat, sebesar 60.60. 

2) Status Perkembangan IPM 

      Status perkembangan IPM pada tahun 2004 yang dibagi 

ke dalam 4 (empat) kuadran, yaitu: (i) Kuadran 1: Nilai thd 

Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Rendah; (ii) Kuadran 2: 

Nilai thd Rerata Nasional Tinggi, Daya Tumbuh Rendah; (iii) 

Kuandran 3: Nilai thd Rerata Nasional Rendah, Daya Tumbuh 

Tinggi; dan (iv) Kuadran 4: Nilai thd Rerata Nasional dan 

Daya Tumbuh Tinggi; dapat dilihat bahwa Sumatera Barat, 

Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, 

dan Jawa Barat; termasuk dalam satu kelompok di Kuadran 4. 

Sedang Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Timur, 

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, 

Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua; 

masuk dalam satu kelompok di Kuadran 1. Gambaran 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.  

b. Indeks Pembanguan Daerah (IPD)  

  IPD sebagai salah satu indikator gabungan untuk data provinsi 

di Indonesia selama tahun 1994, 1996 dan 1998, menunjukkan 

perkembangan yang cukup bervariasi. Nilai IPD di Indonesia 

yang pada tahun 1994 sebesar 4,5678 pada tahun 1996 menjadi 

sebesar 4,7316; pada tahun 1998 turun menjadi 4,6149. Bila 

dilihat dari besaran Standar Deviasi (SD) dari kurun waktu 1994 

ke 1998 relatif mengalami penurunan, yaitu dari sekitar 0,5988 

menjadi 0,5131. Hal ini menandakan bahwa tingkat penyim-

pangan terhadap reratanya semakin menurun, walaupun pada 

tahun 1996 justru meningkat (sebesar 0,6328). Secara umum 

rerata IPD di Indonesia juga bervariasi dari sebesar 4,5678 (1994) 

menjadi 4,7316 (1996), serta menjadi 4,6149 (1998). 

1) Peringkat Terbesar dan Terkecil 

  Jika dilihat dari peringkat 5 (lima) terbesar nilai IPD pada 

tahun 1998, yaitu: (i) DKI Jakarta, sebesar 6.2800; (ii) Bali, 

sebesar 5.7618; (iii) DI Yogyakarta, sebesar 5.5018; (iv) 

Bengkulu, sebesar 4.7831; dan (v) Sulawesi Tenggara, sebesar 

4.7640.  Untuk peringkat 5 (lima) dengan nilai IPD terkecil 



adalah: (i) Jambi, sebesar 4.1975; (ii) Maluku, sebesar 4.1761; 

(iii) Jawa Barat, sebesar 4.1376; (iii) Nusa Tenggara Timur, 

sebesar 4.1260, dan (v) Papua, sebesar 4.0951. 

2) Status Perkembangan IPD 

      Status perkembangan IPD pada tahun 1998 yang dibagi 

ke dalam 4 (empat) kuadran, yaitu: (i) Kuadran 1: Nilai thd 

Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Rendah; (ii) Kuadran 2: 

Nilai thd Rerata Nasional Tinggi, Daya Tumbuh Rendah; (iii) 

Kuandran 3: Nilai thd Rerata Nasional Rendah, Daya Tumbuh 

Tinggi; dan (iv) Kuadran 4: Nilai thd Rerata Nasional dan 

Daya Tumbuh Tinggi; dapat dilihat bahwa Sulawesi Utara, 

Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara; termasuk dalam 

satu kelompok di Kuadran 4. Sedang Riau, Jambi, Jawa Barat, 

Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua; masuk dalam satu 

kelompok di Kuadran 1. Gambaran selengkapnya dapat dilihat 

pada Tabel 5. 

 

PENUTUP  

Kesimpulan 

   Berdasar pada pembahasan di atas, beberapa kesimpulan yang 

dapat ditarik adalah sebagai berikut: 

a. Banyak definisi/pengertian mengenai konsep pembangunan. 

Dalam perkembangannya, muncul variasi mengenai makna dan 

konsep-konsep pembangunan yang disertai dengan berbagai 

macam indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan/kema-

juannya. Pengertian pembangunan dapat berbeda dari kultur atau 

negara yang satu dengan kultur atau negara yang lain (culture 

specific), dari situasi yang satu ke situasi yang lain (situation 

specific), dan dari periode yang satu ke periode yang lain (time-

specific). Secara umum rentangan perbedaan mengenai konsep 

dan makna pembangunan antara lain menyangkut pokok perma-

salahan-permasalahan: (i) Hakekat nilai pembangunan yang 

harus dicapai; (ii) Perbedaan persepsi tentang hakekat proses 

pembangunan itu sendiri; (iii) Perbedaan pendapat mengenai 

penahapan dan jalur pembangunan; (iv) Perbedaan persepsi 

tentang hubungan antar bangsa di dalam proses pembangunan; 

(v) Perbedaan pandangan tentang keseimbangan antara manusia 



dengan lingkungan hidupnya; (vi) Perbedaan pandangan tentang 

pemilikan faktor produksi; dan (vii) Perbedaan dalam strategi 

pembangunan. 

b. Strategi/model pembangunan yang ditempuh oleh berbagai 

negara, khusnya oleh Negara Sedang Berkembang (NSB) dalam 

melaksanakan program-program pembangunan secara umum 

dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: (i) 

Model Pembangunan Berorientasi pada Pertumbuhan; (ii) Model 

Pembangunan Berorientasi pada Kebutuhan Dasar atau Kesejah-

teraan; dan (iii) Model Pembanguan Berorientasi pada Manusia. 

c. Implementasi atas konsep pembangunan dengan berbagai macam 

indikator kemajuan pembangunan yang selama ini dipakai masih 

dominan pada aspek-aspek yang terkait dengan masalah ekono-

mi, seperti ukuran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 

PDRB Perkapita, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi 

Umum (DAU) dan sebagainya. Sementara indikator yang 

bersifat non-ekonomi, seperti indikator sosial dan fisik prasarana 

serta indikator yang sifatnya gabungan belum banyak dijadikan 

pengkajian dan based-data secara baik. 

d. Indikator ekonomi yang menjadi ukuran untuk melihat prestasi 

atau hasil-hasil pembangunan daerah yang berupa: (i) Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) Total (dengan Migas dan 

Non-Migas), dan (ii) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Tanpa Migas; jika dikaitkan dengan besaran yang ada pada 

masing-masing daerah menjadi menarik. Beberapa yang 

dipandang menarik tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1) Untuk PDRB Total (dengan Migas dan Non-Migas) harga 

konstan 2000 pada tahun 2004, jika dilihat dari peringkat 5 

(lima) terbesarnya, 4 (empat) provinsi di antaranya berada di 

Pulau Jawa, yaitu: (i) DKI Jakarta, sebesar Rp 279,15 

triliun; (ii) Jawa Timur, sebesar Rp 242,17 triliun; (iii) Jawa 

Barat, sebesar Rp 232,18 triliun; dan (iv) Jawa Tengah, 

sebesar Rp 135,79 triliun. Sedang untuk peringkat kelima 

berada di luar Pulau Jawa, yaitu: Provinsi Riau, sebesar Rp 

104,66 trilun. Sedang untuk peringkat 5 (lima) terkecil 

adalah: (i) Bangka Belitung, sebesar Rp 7,01 triliun; (ii) 

Bengkulu, sebesar Rp 5,89 triliun; (iii) Maluku, sebesar Rp 

3,10 triliun; (iv) Maluku Utara, sebesar Rp 2,13 triliun; dan 



(v) Gorontalo, sebesar Rp 1,89 triliun. Sementara itu, 

dengan memadukan antara nilai rerata dan laju pertumbuhan 

dari Total PDRB di Indonesia, provinsi yang mempunyai 

kategori Nilai Rerata Terhadap Nasional Dan Laju 

Pertumbuhan Kategori Tinggi pada tahun 2004, adalah; (i) 

Sumatera Utara; (ii) DKI Jakarta; (iii) Jawa Tengah; (iv) 

Jawa Timur; dan (v) Banten. 

2) Untuk PDRB Tanpa Migas harga konstan 2000 pada tahun 

2004, jika dilihat dari peringkat 5 (lima) terbesarnya 4 

(empat) provinsi di antaranya berada di Pulau Jawa, yaitu: (i) 

DKI Jakarta, sebesar Rp 278,16 triliun; (ii) Jawa Timur, 

sebesar Rp 241,56 triliun; (iii) Jawa Barat, sebesar Rp 213,75 

triliun; dan (iv) Jawa Tengah, sebesar Rp 127,21 triliun. 

Sedang untuk peringkat kelima berada di luar Pulau Jawa, 

yaitu: Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp 82,68 trilun 

(untuk Total PDRB diduduki oleh Provinsi Riau). Hal ini 

menjadi pertanda bahwa peran sektor Migas di Provinsi Riau 

sangat berpegaruh bagi perekonomian wilayah. Sementara 

itu, untuk peringkat 5 (lima) terkecil adalah: (i) Bangka 

Belitung, sebesar Rp 7,01 triliun; (ii) Bengkulu, sebesar Rp 

5,89 triliun; (iii) Maluku, sebesar Rp 3,09 triliun; (iv) 

Maluku Utara, sebesar Rp 2,13 triliun; dan (v) Gorontalo, 

sebesar Rp 1,89 triliun. Di lain pihak, dengan memadukan 

antara nilai rerata dan laju pertumbuhan dari PDRB Tanpa 

Migas, provinsi yang mempunyai kategori Nilai Rerata 

Terhadap Nasi-Onal Dan Laju Pertumbuhan Kategori Tinggi 

pada tahun 2004, adalah Provinsi Riau. 

e. Indikator gabungan yang menjadi ukuran untuk melihat prestasi 

atau hasil-hasil pembangunan daerah berupa: (i) Indeks Pemba-

ngunan Manusia (IPM), dan (ii) Indeks Pembangunan Daerah 

(IPD); jika dikaitkan dengan besaran yang ada pada masing-

masing daerah menjadi menarik. Beberapa yang dipandang 

menarik tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1) Untuk IPM pada tahun 2005, jika dilihat dari peringkat 5 

(lima) terbesarnya, yaitu: (i) DKI Jakarta, sebesar 75.80; (ii) 

Sulawesi Utara, sebesar 73.40; (iii) DI Yogyakarta, sebesar 

72.90; (iv) Riau, sebesar 72.20; dan (v) Kalimantan Timur, 

sebesar 72.20. Sedang untuk peringkat 5 (lima) dengan nilai 



IPM terkecil adalah: (i) Sulawesi Barat, sebesar 64.40; (ii) 

Irian Jaya Barat, sebesar 63.70; (iii) Nusa Tenggara Timur, 

sebesar 62.70; (iv) Papua, sebesar 60.90; dan (v) Nusa 

Tenggara Barat, sebesar 60.60. Sementara dengan 

memadukan antara nilai rerata dan laju pertumbuhan dari 

IPM, provinsi yang mempunyai kategori Nilai Rerata 

terhadap Nasional dan Laju Pertumbuhan Kategori Tinggi, 

adalah: (i) Sumatera Barat; (ii) Riau; (iii) Jambi; (iv) 

Sumatera Selatan; (v) Bengkulu; (vi) Bangka Belitung; dan 

(vii) Jawa Barat. 

2) Untuk IPD pada tahun 1998, jiika dilihat dari peringkat 5 

(lima) terbesarnya, yaitu: (i) DKI Jakarta, sebesar 6.2800; 

(ii) Bali, sebesar 5.7618; (iii) DI Yogyakarta, sebesar 5.5018; 

(iv) Bengkulu, sebesar 4.7831; dan (v) Sulawesi Tenggara, 

sebesar 4.7640. Sedang untuk peringkat 5 (lima) dengan nilai 

IPD terkecil adalah: (i) Jambi, sebesar 4.1975; (ii) Maluku, 

sebesar 4.1761; (iii) Jawa Barat, sebesar 4.1376; (iii) Nusa 

Tenggara Timur, sebesar 4.1260, dan (v) Papua, sebesar 

4.0951. Sementara dengan memadukan antara nilai rerata dan 

laju pertumbuhan dari IPD, provinsi yang mempunyai 

kategori Nilai Rerata terhadap Nasional dan Laju 

Pertumbuhan Kategori Tinggi, adalah: (i) Sulawesi Utara; (ii) 

Sulawesi Selatan; Dan (iii) Sulawesi Tenggara. 

 

    Saran dan Implementasi Kebijakan 

   Saran dan rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan, 

berdasar pada hasil pengkajian yang telah dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

a. Indikator yang bersifat non-ekonomi pada era-era sekarang ini, 

apalagi untuk mengukur kemajuan suatu daerah sangat mendesak 

untuk dikembangkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Peme-

rintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penye-

lenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dikeluarkan pada tanggal 

4 Februari 2008, yang dalam bagian lampiran menyebutkan 

mengenai Aspek, Fokus, dan Indikator Kinerja Kunci yang 

digunakan untuk Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan 

Otonomi Daerah. Secara umum ada 3 (tiga) aspek yang menjadi 

pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di 



Indonesia, yaitu: (i) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, yang 

terdiri dari: Indikator Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, 

Indikator Kesejahteraan Sosial, dan Indikator Seni Budaya dan 

Olah Raga; (ii) Aspek Pelayanan Umum, yang terdiri dari 

Indikator Pelayanan Dasar, dan Indikator Pelayanan Penunjang; 

serta (iii) Aspek Daya Saing Daerah, yang terdiri dari: 

Indikator Kemampuan Ekonomi Daerah, Indikator Fasilitas 

Wilayah / Infrastrukur, Indikator Iklim Berinvestasi, dan Indika-

tor Sumber  Daya Manusia. 

b. Indikator hasil-hasil pembangunan daerah yang berupa PDRB, 

baik total maupun tanpa migas, bila dilihat dari besaran nilianya 

sebagian besar juga masih berada di Pulau Jawa. Kebijakan 

untuk mengurangi ketimpangan dengan meredistribusi kegiatan 

pembangunan di luar Pulau Jawa harus menjadi agenda 

pemerintah pada masa-masa mendatang. Hal ini terkait dengan 

masalah penduduk dan tingkat kepadatannya, yang disebagaian 

besar di Pulau Jawa sudah melebihi ambang batas untuk ukuran 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang besarnya sekitar 10.000 

penduduk / km2. 

c. Jika dilihat besaran dari indikator pembangunan daerah yang 

berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan (ii) Indeks 

Pembangunan Daerah (IPD), menunjukkan bahwa peringkat 

terkecil sebagian besar masih berada di Kawasan Timur 

Indonesia (KTI). Oleh karenanya berbagai upaya dalam mening-

katkan mutu modal manusai dan juga mutu penyelenggaraan 

pemerintahan harus merupakan bagian dari tantangan yang harus 

dipikirkan dan diselesaikan oleh para pemimpin di masa-masa 

mendatang baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat 

pemerintah daerah.  
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LAMPIRAN 

 

Tabel  1.    Perbandingan Karakteristik 3 (Tiga) Strategi  
Pembangunan   

Karakteristik 
Strategi Pembangunan  

Pertumbuhan  Kebutuhan Dasar  Berorientasi Manusia  

(1) (2) (3) (4) 

1. Fokus Industri Pelayanan  Manusia  
2. Nilai  Berpusat pada In-

dustri 
Berkiblat pada Ma-

nusia  
Berpusat pada Manu-

sia  
3. Indikator Ekonomi – Makro Indikator Sosial  Hubungan Manusia 

dgn Sumber Daya 
4. Peranan Pemerintah  Entrepreneur Service Provider Enable / Facilitator 
5. Sumber Utama Modal Kemampuan Admi-

nistratif dan 
Anggaran  

Kreatifitas dan Komit-
men  

6. Kendala  Konsentrasi dan 
Marginalisasi  

Keterbatasan Ang-
garan dan Inkom-
peten Aparat  

Struktur dan Prosedur 
yang tidak Mendu-
kung 

Sumber: Moeljarto. (1995). Politik Pembangunan: Sebuah Analisis 
Konsep, Arah dan Strategi, halaman 26 [Matriks 2.1]. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel  2.  Matrik Status Perkembangan PDRB [Non Migas dan 
Migas] Harga Konstan 2000, Berdasarkan Provinsi di 
Indonesia,  Tahun 2004  

 

   Daya Tumbuh 

  Nilai thd Rerata Nasional Rendah, 
Daya Tumbuh Tinggi 

  Nilai thd Rerata Nasional dan Daya 
Tumbuh Tinggi 

  (03) Sumatera Barat; (05) Jambi; (07) 
Bengkulu; (08) Lampung;  (12) Jawa 
Barat; (18) Nusa Tenggara Barat; (19) 
Nusa Tenggara Timur; (25) Sulawesi 
Tengah; (26) Sulawesi Selatan; (27) 
Sulawesi Tenggara; dan (28) Goron-
talo. 

  (02) Sumatera Utara; (11) DKI 
Jakarta; (13) Jawa Tengah; (15) Jawa 
Timur; dan (16) Banten. 

  _  
  R  

     
     

  Nilai thd Rerata Nasional dan Daya 
Tumbuh Rendah 

  Nilai thd Rerata Nasional Tinggi, 
Daya Tumbuh Rendah 

  (01) Nanggroe Aceh Darussalam; (06) 
Sumatera Selatan; (09) Bangka Beli-
tung; (14) DI Yogyakarta; (17) Bali; 
(20) Kalimantan Barat; (21) Kaliman-
tan Tengah; (22) Kalimantan Selatan; 
(24) Sulawesi Utara; (30) Maluku; 
(31) Maluku Utara; dan (32) Papua. 

  (04) Riau; dan (23) Kalimantan Timur. 

      

  _    
X 

Nilai  thd Rerata  Nas.  

Sumber: Diolah dari BPS. (berapa terbitan).  Pendapatan Nasional 
Indonesia Tahun 2000-2003 dan Tahun 2001-2004  (Tabel  93,  
Tabel  95 dan Tabel 97).   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel  3.  Matrik Status Perkembangan PDRB [Tanpa Migas] Harga 
Konstan 2000, Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 
2004  

Daya Tumbuh 

  Nilai thd Rerata Nasional Rendah, 
Daya Tumbuh Tinggi 

  Nilai thd Rerata Nasional dan Daya 
Tumbuh Tinggi 

  (05) Jambi; (23) Kalimantan Timur; 
(25) Sulawesi Tengah; (27) Sulawesi 
Tenggara; dan (28) Gorontalo. 

  (04) Riau 

  _  
  R  

     
     

  Nilai thd Rerata Nasional dan Daya 
Tumbuh Rendah 

  Nilai thd Rerata Nasional Tinggi, 
Daya Tumbuh Rendah 

  (01) Nanggroe Aceh Darussalam; (03) 
Sumatera Barat; (06) Sumatera Sela-
tan; (07) Bengkulu; (08) Lampung; 
(09) Bangka Belitung; (14) DI 
Yogyakarta; (17) Bali; (18) Nusa 
Tenggara Barat; (19) Nusa Tenggara 
Timur; (20) Kalimantan Barat; (21) 
Kalimantan Tengah; (22) Kalimantan 
Selatan; (24) Sulawesi Utara; (26) 
Sulawesi Selatan; (30) Maluku; (31) 
Maluku Utara; dan (32) Papua. 

  (02) Sumatera Utara; (11) DKI 
Jakarta; (12) Jawa Barat; (13) Jawa 
Tengah; (15) Jawa Timur; dan (16) 
Banten. 

      

  _    
X Nilai  thd Rerata  Nas.  

Sumber: Diolah dari BPS. (berapa terbitan).  Pendapatan Nasional 
Indonesia Tahun 2000-2003 dan Tahun 2001-2004  (Tabel  98, 
Tabel  100 dan Tabel 102).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel  4.  Matrik Status Perkembangan Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) Berdasarkan Provinsi  di Indonesia Tahun 
2005  

 

   Daya Tumbuh 

  Nilai thd Rerata Nasional Rendah, 
Daya Tumbuh Tinggi 

  Nilai thd Rerata Nasional dan Daya 
Tumbuh Tinggi 

  (18) Nusa Tenggara Barat; dan  (25) 
Sulawesi Tengah. 

 

  (03) Sumatera Barat; (04) Riau; (05) 
Jambi; (06) Sumatera Selatan; (07) 
Bengkulu; (09) Bangka Belitung; dan 
(12) Jawa Barat. 

  _  
  R  

     
     

  Nilai thd Rerata Nasional dan Daya 
Tumbuh Rendah 

  Nilai thd Rerata Nasional Tinggi, 
Daya Tumbuh Rendah 

  (15) Jawa Timur; (16) Banten; (19) 
Nusa Tenggara Timur; (20) Kaliman-
tan Barat; (22) Kalimantan Selatan; 
(26) Sulawesi Selatan; (27) Sulawesi 
Tenggara; (28) Gorontalo; (31) Malu-
ku Utara; dan (32) Papua. 

  (02) Sumatera Utara; (08) Lampung; 
(11) DKI Jakarta; (13) Jawa Tengah; 
(14) DI Yogyakarta; (17) Bali; (21) 
Kalimantan Tengah; (23) Kalimantan 
Timur; (24) Sulawesi Utara; dan (30) 
Maluku.  

      

  _    
X 

Nilai  thd Rerata  Nas.  

Sumber:   -   Diolah dari BPS, BAPPENAS dan UNDP (2004). National 
Human Development Report 2004: The Economics of 
Democracy, Financing Human Development in Indonesia. 
Jakarta: BPS, BAPPENAS dan UNDP. 

- Diolah dari Kantor Menko Kesra. (2006). Konggres Nasional 
Pembangunan Manusia Indonesia 2006.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel  5.  Matrik Status Perkembangan Indeks Pembangunan 
Daerah (IPD), Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 
1998  

   Daya Tumbuh 

  Nilai thd Rerata Nasional Rendah, 
Daya Tumbuh Tinggi 

  Nilai thd Rerata Nasional dan Daya 
Tumbuh Tinggi 

  (01) Nanggroe Aceh Darussalam; (02) 
Sumatera Utara; (06) Sumatera Sela-
tan; (08) Lampung; (11) DKI Jakarta; 
(13) Jawa Tengah; (15) Jawa Timur; 
(18) Nusa Tenggara Barat; (20) 
Kalimantan Barat; (21) Kalimantan 
Tengah; dan (25) Sulawesi Tengah. 

  (24) Sulawesi Utara; (26) Sulawesi 
Selatan; dan (27) Sulawesi Tenggara. 

  _  
  R  

     
     

  Nilai thd Rerata Nasional dan Daya 
Tumbuh Rendah 

  Nilai thd Rerata Nasional Tinggi, 
Daya Tumbuh Rendah 

  (04) Riau; (05) Jambi; (12) Jawa 
Barat; (19) Nusa Tenggara Timur; 
(30) Maluku; dan (32) Papua.  

  (03) Sumatera Barat; (07) Bengkulu; 
(14) DI Yogyakarta; (17) Bali; (22) 
Kalimantan Selatan; dan (23) Kali-
mantan Timur. 

      

  _    
X 

Nilai  thd Rerata  Nas.  

Sumber:   Diolah dari BAPPENAS. (2001) “Indeks Pembangunan Daerah 
(Regional Development Index)”. Draft/Rancangan dalam bentuk 
Ringkasan yang diterbitkan oleh Bappenas Jakarta, pada 29 
Oktober (Tabel 1). 

 
 


